
BupaliSumedang
PERATURANBUPATI SUMEDANG

NOMOR 66 TAHUN 2006

TENTANG

TATA KERJA DAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG

Menimbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Jabatan Fungsional
di lingkungan

Pemerintah

Kabupaten Sumedang, agar dapat berdayaguna
dan berhasilguna

serta

untuk menjamin pembinaan karier dan peningkatan profesionalisme

perlu disusun Tata Kerja dan
Jabatan Fungsional Instruktur,

maka

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Instruktur,

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpadahurufa di

atas, perlu menetapkan
Tata Kerja dan Penilaian Angka Kredit Jabatan

Fungsional Instruktur dengan Peraturan Bupati.

Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Mengingat :1.Undang-Undang

Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana
telah diubah dengan

Undang-Undang
Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegaraTahun 1999

Nomor 169, Tambahan LembaranNegara Nomor3890)

2. Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(LembaranNegara
Tahun 2003 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4279);

3. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Lembaran Negara Republik ndonesia Tahun 2003 Nomor 47,

Tambahan Lembaran NegaraNomor 4286);



Undang-Undang Nomor 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Ferundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,

1ambahan Lembaran NegaraNomor 4389).

Uhdang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

NegaraNomor 4437)sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 8Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi

Undang-Undang (LembaranNegaraTahun 2005 Nomor 108, Tambahan

Lembaran NegaraNomor4548).
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganKeuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Tahun 2004Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraNomor 4458),.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22,

Tambahan Lembaran NegaraNomor 3547);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan

Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom

(Lembaran NegaraTahun 2000 Nomor 54,Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3952),

9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000, tentang Formasi Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan

Lembaran NegaraNomor 4016),

10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000, tentang KenaikanPangkat

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196.

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimanatelah diubah

dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (LembaranNegara

Tahun 2002 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193),

11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (LembaranNegaraTahun 2000

Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang

Pengangkatan,Pemindahan
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

(LembaranNegara
Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4263),

13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999, tentang Rumpun Jabatan

Fungsional PegawaiNegeri Sipil;



14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang

Tunjangan Jabatan Fungsional instruktur

.eputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

36/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional
Instruktur dan

Angka Kreditnya,

10. Peraturan Dacrah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daeah

Tahun 2000Nomor 65 seri D.42);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 tahun 2000 tentang

Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2001 Nomor 6 seri D.5)

Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 5 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Kabupaten

SumedangTahun2002 Nomor 17 seri D.11);

18. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Jabatan

Fungsional di LingkunganPemerintah Daerah KabupatenSumedang

Memperhatikan KeputusanBersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kepala

Badan Kepegawaian Negara Nomor KEP. 188/MEN/2003 dan Nomor 25A

Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Instrukturdan

Angka Kreditnya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA KERJA DAN

PENILAIAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL

INSTRUKTUR

BABI

KETENTUANUMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang.

3. Bupati adalah Bupati Sumedang.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah KabupatenSumedang



aruan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPDadalah

Organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten Sumedang yang

bertanggungjawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan

NeItahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah,

Kecamatan, Kelurahandan SatuanPolisi Pamong Praja sesuai dengan

kebutuhandaerah.

6. Pejabat Pembina KepegawaianDaerah Kabupatenadalah Bupati.

Jabatan
Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut

Jabatan
Fungsional, adalah kedudukanyang menunjukantugas, tanggung

Jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu

satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan kepada

keahlian dan atau
keterampilan tertentu sertabersifat mandiri.

8. Jabatan
Fungsional Instruktur yang selanjutnya disebut Instruktur adalan

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai pejabat fungsional
oleh

pejabat yang berwenang dengan tugas, tanggung jawab,wewenang, dan

hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan

kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan di bidang

atau kejuruan tertentu.

9. Instruktur Terampil adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi teknis

yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaanteknis

dan prosedur kerja di bidang pelatihan dan pembelajaran kejuruan

tertentu.

10. Instruktur Ahli adalah Instruktur yang mempunyai kualifikasi

professional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan

penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi, dan teknik analisis di bidang

pelatihan dan pembelajaran kejuruan tertentu

11. Melatih adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan memperoleh,

meningkatkan, serta mengembangkan keterampilan, produktivitas,

disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu

berdasarkan persyaratan jabatan dengan metoda pelatihan tertentu yang

pelaksanaannyalebih mengutamakan praktek daripada teori.

12. Mengajar adalah suatu proses interaksiedukatif antara peserta, instruktur,

dan lingkungan denganmetoda pengajaran tertentu yang pelaksanaannya

lebih mengutamakan teori daripada praktek serta diarahkan pada upaya

pencapaiantujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya.

13. Peserta Pelatihan adalah masyarakat, pencari

pekerja/pegawai
Negeri Sipil atau swasta, maupun pekerja yang lepas

kerja, calon



dari
pekerjaannya.

Angka Kredit adalah nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi

nlat butir-butir
kegiatan yang harus dicapai oleh Instruktur dan

gunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan
dan kenaikan

pangkatjabatan..Tim Penilai Angka Kredit Instruktur adalah Tim Penilai yang dibentuk

an
ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai

prestasi kerja Instruktur.

16. Sekretariat Tim Penilai adalah Sekretariat Tim Penilai Angka Kredit

jabatan fungsional Instruktur.

17.
Pengangkatan adalah pengangkatan Pegawai Negeri Sipil ke dalam

Jabatan fungsional Instruktur sesuai dengan Peraturan Perundang-

undanganyang berlaku.

18. Pemindahan adalah pemindahan dari jabatan struktural atau jabatan

fungsional lainnya ke dalam jabatan Instruktur sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

19. Pemberhentian adalah pemberhentian dari jabatan fungsional Instruktur

dan bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BABII

KEDUDUKAN,TUGASPOKOK DAN RINCIAN TUGAS

BagianKesatu

Kedudukan

Pasal 2

(1) Instruktur adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai

pelaksana teknis fungsional dalam melakukan kegiatan pelatihan dan

pembelajaran kepada peserta pelatihan padainstansi pemerintah.

(2) Instruktur sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah jabatan

karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus

PegawaiNegeri Sipil.

BagianKedua

TugasPokok dan Rincian Tugas

Pasal 3

(1) Tugas Pokok Instruktur melaksanakan kegiatan pelatihan dan

pembelajaran
serta pengembanganpelatihan.

(2) Di dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksudpada ayat



)pasal ini, Instruktur mempunyai tugas dengan rincian sebagaimana

etCantum dalam Lampiran I yang merupakan bagan yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Bagian Kesatu

Jenjang Jabatan

Pasal 4

Jenjang jabatan fungsional Instruktur terdiri dari InstrukturTerampil dan

Instruktur Ahli.
(2 Jenjang jabatan fungsional Instruktursebagaimana dimaksudpada ayat

()pasal ini, dariyang terendah sampaidengan yang tertinggi,
adalah:

a.
Instruktur Terampilterdiri dari

1. Instruktur Pelaksana.

2. InstrukturPelaksana Lanjutan.

3. InstrukturPenyelia.

b. Instruktur Ahli terdiri dari:
1. Instruktur Pertama.

2. InstrukturMuda.

3. InstrukturMadya.

Bagian Kedua

Jenjang Pangkatdan Golongan

Pasal 5

(1) Jenjang pangkat dan golongan ruang Instruktur Terampil sebagaimana

dimaksuddalam Pasal 4 ayat (2) huruf a Peraturan Bupati ini, dari yang

terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu:

a. Instruktur Pelaksana terdiri dari

1. Pengatur Muda, Tk. I, golongan ruang II/b;

2. Pengatur, golongan ruang IWc;

3. Pengatur
Tk.I golongan ruang II/d

b. Instruktur Pelaksana Lanjutan, terdiri dari

1. Penata Muda, golongan ruang II/a;

2. Penata Muda Tk. I, golongan ruang II/b

c. InstrukturPenyelia, terdiri dari

1. Penata, golongan ruang IIl/¢;



2. Penata Tk. I, golongan ruang II1/d.

(2) njang pangkat golongan ruang Instruktur Ahli sebagaimanadimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Bupati ini, dari yang terendah

sampaidenganyang tertinggi, yaitu

a. Instruktur Pertama, terdiri dari

1. Penata Muda, golongan ruang Ill/a,

2. Penata Muda Tk. I, golonganruang Ilb
b. Instruktur Muda, terdiri dari:

1. Penata, golongan ruang Il/c;

2. Penata Tk.I, golongan ruang II/d.

C. Instruktur Madya, terdiri dari:

1. Pembina,golonganruang IV/a;

2. Pembina Tk. I, golongan ruang IV/b

3 Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.

8) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan fungsional Instruktur

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, adalah

jenjang pangkat dan jabatan sesuai dengan jumlah angka kredit yang

dimiliki sebagaimanatercantum dalam LampiranII Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGANGKATAN,PEMBEBASAN SEMENTARA,

PENGANGKATAN KEMBALI DAN PEMBERHENTIAN DALAM

DAN DARI JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

Bagian Kesatu

Pengangkatan

Pasal 6

(1) PengangkatanPegawaiNegeri Sipil dalam jabatan fungsional Instruktur

ditetapkan
oleh Bupati sebagai Pejabat PembinaKepegawaian Daerah.

2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional Instruktur,

baik pengangkatan pertama maupun pengangkatan kembali wajib

dilantik dan atau dikukuhkandengan mengucapkan sumpah dihadapan

pejabat yang berwenang.

Pasal 7

(1) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumedang

pelatihanmenangani kegiatan dan pembelajaran serta
yang

mempunyai kewenangan mengusulkan
pengembangan

pelatihan



Eaal Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan
dalam Jabalan

fungsional Instrukturkepada Bupati.

Badan
Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan mempunyai kewenangan

Au
memilih, menguji persyaratan serta uji kompetensi pegawa

Negeri Sipil yang diusulkan untuk memangku jabatan fungsiona

nstruktur sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam pengangkatannya

ngangkatan dalam jabatan fungsional Instruktur didasarkan kepa

Tomasi jabatan fungsional pada unit/sarana instansi pemerintah yang

ditetapkan oleh Bupati.

Pasal8

C9 Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional

Instruktur Terampil adalah sebagai berikut

a. berstatus PegawaiNegeri Sipil

benjazah serendah-rendahnya DiplomaIII sesuai dengan kualifikasi

yang ditentukan;

C. pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tk.I, golongan ruang

I/b
d lulus pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang pelatihan

dan

pembelajaran;

memiliki angka kredit kumulatif minimal yang ditentukan;

setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-

kurangnya bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir

g. memenuhi persyaratan sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan

oleh Dokter Penguji Tersendiri.

(2) Persyaratan untuk diangkat pertama kali dalam jabatan fungsional

Instruktur Ahli adalah sebagai berikut:

a berstatusPegawai Negeri Sipil;

b. berijazah serendah-rendahnya Sarjana (S1/Diploma IV sesuai

kualifikasiyang ditentukan;

c. pangkat serendah-rendahnya
Penata Muda, golongan ruang Ill/a;

d lulus pendidikan
dan pelatihan fungsional di bidang pelatihan dan

pembelajaran

memiliki angkakredit kumulatif minimal yang ditentukan;

f. setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) sekurang-

kurangnya
bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir,

g memenuhi persyaratan
sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan

oleh Dokter Penguji Tersendiri.
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Ontuk menentukanjeniane iabatan fungsional Instruktur sebagalmana

aimaksudpada ayat (a) dan avat (2) pasal ini, digunakan angka kredit

yng iperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang
setelan ditetapkan

Oleh
pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 9

ngangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan

gsonal InstrukturTerampil maupun InstrukturAhli atau perpindahan

antar jabatan, dapat dilakukan apabila memenuhi syarat sebagaimana

dimaksuddalam Pasal 8ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati ini.

(2) Persyaratan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal
ii

adalah sebagai berikut

a. memiiki pengalaman di bidang PLS sekurang-kurangnya
2 (dua)

tahun

D.usia
setinggi-tingginya5(lima) tahun sebelum mencapai batas usia

pensiun dari jabatan terakhiryang didudukinya,

C.setiap unsur daftar penilaian pekerjaan (DP3) sekurang-kurangnya

bernilai baik dalam 2(dua) tahun terakhir.

(3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, adalah sama dengan pangkat yang

dimilikinya, dan jenjang jabatan fungsional Instrukturditetapkan sesuai

dengan jumlah angka kredit yang dimiliki Pegawai Negeri Sipil yang

bersangkutan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang

menetapkanangka kredit.

(4) Jumlah angka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini,

ditetapkan dari unsur utamadan unsur penunjang.

BagianKedua

Pembebasan Sementara

Pasal 10

Instrukturdibebaskan sementara dari jabatannya apabila:

a. dalamjangkawaktu 5 (lima) tahun sejak diangkat dalam pangkat terakhir

tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan

pangkat setingkat lebih tinggi bagi

1. Instruktur Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan ruang II/b

sampaidengan
InstrukturPenyelia pangkat Penata golongan III/c;

2. Instruktur Pertama pangkat Penata Muda golongan III/a sampai

denganInstrukturMadya pangkat PembinaTkI golongan IV/b.
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b.

usejak diangkat dalam pangkat
terakhir tidak dapat

mengumpulkan angka kredit
sekurang-kurangnya

Sepuluh) angka kredit dari kegiatan unsur utama bagi Instruktur

Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang 11/d,

220 (dua puluh) angka kredit dari kegiatan
unsur utama Instruktur

Madya pangkat PembinaUtama Muda golongan ruang IVC.

C.ditugaskansecara penuh di luarjabatan fungsional Instruktur,

d.
tugas belajar lebih dari 6(enam)bulan;

C dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tingkat hukuman

disiplin sedang atau berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan

pangkat

f. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri
Sipil

Cuti
diluar tanggungannegara, kecuali untuk persalinan anak ke 4 aan

seterusnya.

BagianKetiga

Pengangkatan Kembali

Pasal 11

(1) Instruktur yang telah selesai menjalani pembebasan sementara

sebagaimanadimaksud dalam Pasal 10 Peraturan Bupati ini, dapat

diangkat kembali pada jabatan semula.

2) Instruktur yang diangkat kembali pada jabatan semula sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat menggunakan angka kredit

terakhiryang dimilikidanyang berasal dari prestasi kerja baru di bidang

pelatihan dan pembelajaran selama tidak
menduduki jabatan fungsional

Instruktur, setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenangmenetapkan

angka kredit.

Bagian Keempat

Pemberhentian dalam Jabatan

Pasal 12

Instrukturdiberhentikan darijabatannya apabila:

dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari
a.

jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 10 huruf a dan b

Peraturan Bupati ini, tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang

ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkatlebih tinggi

b. dijatuhi hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan hukuman

disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum
tetap,

kecuali hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat.
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BAB V

FENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Bagian Kesatu

Penilaian Angka Kredit

Pasal 13

Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap jadalan

rungsional Instruktur diwajibkan mencatat dan menginventarisir
selurun

Kegiatan yang dilakukan sekurang-kurangnya
2 (dua)

kali dalam

(satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan scbelum periode
kenaikan pangkat

PegawaiNegeri Sipil.

(2) Apabila hasil penilaian atau inventarisasi seluruh kegiatan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini dipandang sudah dapat memenuhi

Jumlah angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat

Secara hierarki Instruktur dapat mengajukan usul penilaian
dan

penetapan angka kredit.)Penilaian dan penetapan Angka Kredit jabatan fungsional
Instruktur

dilakukan sekurang-kurangnya
2 (dua) kali dalam satu tahun, yaitu pada

bulan Januari dan bulan Juli periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri

Sipil

Pasal 14

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit jabatan fungsional

Instruktur

a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat atau pejabat eselon I yang

ditunjuk, bagi Instrukturmadya di lingkungan masing-masing.

b. Pejabat Pembina KepegawaianDaerah Kabupaten Sumedang atau

pejabat lain yang ditunjuk/serendah-rendahnya
eselon II bagi

Instruktur Pelaksana sampai dengan Instruktur Penyelia dan

Instruktur Pertama sampai dengan Instruktur Madya di lingkungan

masing-masing.

(2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

pasal ini, dapat mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada pejabat

lain di lingkungannya serendah-rendahnya Eselon II untuk menetapkan

angka kredit bagi jabatan fungsional Instruktur Pelaksana pangkat

Pengatur Muda Tk.I golongan ruang /b sampai dengan Instruktur

Penyelia pangkat
Penata Tk.I golongan ruang II/d dan Instruktur

Pertamapangkat golongan ruang Wa sampai dengan Instruktur Muda,
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pangkat golongan ruang Penata Tk.II/d

Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (1)

asal ini, dapat dibantu oleh Tim Penilai Angka Kredit Provinsi dan Tim

Penilai Angka Kredit Kabupaten.

BagianKedua

PenetapanAngka
Kredit

Pasal 15

() Penetapan Angka Kredit bagi jabatan fungsional
Instruktur

untuk

Jenjang Pelaksana pangkat Pengatur
Muda Tk.I golongan

ruang
IWb

sampaidengan Instruktur Penyelia pangkat
Penata Tk.I golongan

ruang

Wd serta Instruktur Pertama pangkat
Penata Muda golongan ruang

I/a

sampaidenganJenjang
Instruktur Muda pangkat

Penata Tk.I golongan

ruang I/d ditetapkan
oleh Kepala

Dinas Tenaga Kerja
dan

Transmigrasi Kabupaten Sumedang
setelah menerima pendelegasian

wewenang
dari Bupati sebagai

Pembina Kepegawaian
Daerah

Kabupaten Sumedang, dan untuk jenjang
Instruktur Madya pangkat

Pembina golongan ruang IV/a sampaidengan pangkat Pembina Utama

Muda golongan ruang IV/c diajukan oleh Bupati kepada
Gubernur

melalui DinasTenagaKerja dan Transmigrasi
Provinsi:

(2) Persyaratan penetapan angka kredit bagi Jabatan Fungsional
Instruktur

pada ayat (1) adalah sebagai berikut

a Jenjang Instruktur Terampil :

Instruktur Pelaksana pangkat Pengatur Muda Tk.I golongan

ruang I/b angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah

40;

2. Instruktur Pelaksana pangkat Pengatur, golongan ruang IUc

angkakredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 60;

3. Instruktur Pelaksana pangkat Pengatur TkI golonganruang Ild

angkakredit
kumulatif yang dipersyaratkan adalah $0;

Instruktur Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda golongan

ruang IIla angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah

100;

5. Instruktur Pelaksana Lanjutan pangkat Penata Muda TkI

golongan ruang IIlbangkakredit kumulatif yang dipersyaratkan

adalah 150,

Jenjang Instruktur Penyelia pangkat Penata golonganruang Illc

angkakredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200,
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Jenjang Instruktur Penyelia pangkat Penata Tk.I golongan ruang

d angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan
adalah 300.

b.
Jenjang Instruktur Ahli:

nstruktur Pertama pangkat Penata Muda golongan ruang I/a,

angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan
adalah 100,

2. Instruktur Pertama pangkat Penata Muda Tk.I golongan ruang

I/b, angka kreditkumulatif yang dipersyaratkan
adalah 150,

3. Instruktur Muda pangkat Penata golongan ruang IlI/c, angka

kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 200

4. Instnuktur Muda pangkat Penata Tk.I golongan ruang d,
angkakredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 300,

5. Instruktur Madya pangkat Pembinagolongan ruang IV/a, angka

kredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 400,

6. Instruktur Madya pangkat Pembina Tk.I golongan ruang IV/b,

angkakredit kumulatif yang dipersyaratkan adalah 550,

7. Instruktur Madya pangkat Pembina Utama Muda golongan

ruang IVc, angka kredit kumulatif yang dipersyaratkan
adalah

700.

(3) Teknis pelaksanaan kegiatan penilaian dan penetapan angka kredit

kumulatif sebagaimanadimaksud pada ayat (2) pasal ini, diatur lebih

lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 Peraturan Bupati ini digunakan untuk

mempertimbangkan
kenaikan jabatan /pangkat Instruktur sesuai dengan

Peraturan Perundang-undanganyang
berlaku.

Pasal 17

Untuk angka kredit jabatan fungsional Instruktur Pertama sampai dengan

Instruktur Muda yang bekerja pada instansi pemerintah tingkat kabupaten,

pengusulan penetapan angka kredit jabatan fungsional Instruktur dilakukan

oleh Kepala Bagian Tata Usaha/Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kabupaten Sumedang atau pejabat
lain yang ditunjuk oleh Kepala Dinas

Tenaga Kerja
dan Transmigrasi KabupatenSumedang,
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BAB VI

TIM PENILAIANGKA KREDIT

P'asal 18

Susunan
keanggotaanTim Penilai Angka Kredit terdiri dari Pegawal

Negeri Sipil dengan susunan sebagai berikut

a. Scorang Ketua merangkapAnggota;
b.

Seorang WakilKetua merangkapAnggota
c. Scorang Sekretaris memngkap Anggota,

d.
Sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang anggota diluar huruf a, hurut

bdan hurufc di atas.)Pembentukan susunan keanggotaan, tugas pokok dan uraian tugas Tim

Penilai angku kredit, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ni,

ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

3) AnggotaTim PenilaiAngka kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pasal ini adalah Instruktur dan atau pejabat lain dengan ketentuan

a. jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat

Instrukturyang dinilai.

b. memiliki keahlian serta kemampuan untuk menilai prestasi kerja

Instruktur

C. dapat aktifmelakukanpenilaian

(4) Masa jabatan keanggotaan tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dan ayat (2) pasal ini adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang

(satu) kali masa keanggotaan/periode berikutnya.

(5) Apabila
Tim Penilai Kabupaten belum dapat dibentuk, karena belum

memenuhi kriteria Tim Penilai yang ditentukan, maka penilaian prestasi

kerja dilakukan oleh Tim Penilai Dircktorat Jenderal yang bersangkutan

dan atau kabupaten terdekat.

(6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim

Penilai dapat mengangkatanggota tim penilai pengganti.

(7) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi anggota Tim Penilai dalam 2

(dua) masa jabatan berturut-turut dapat diangkat kembali setelah

melampaui tenggang
waktu 1 (satu)tahun masajabatan.

(8) Tim Penilai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dapat

dibentuk lebih dari 1 (satu) tim sesuai dengan kemampuan menilai

iumlah Instruktur yang dinilai dan kebutuhan penilaian pada jenjang

yang berbeda.
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BAB VII

KELOMPOK/ KOORDINATOR

JABATANFUNGSIONAL

Pasal 19)Pada setiap jabatan fungsional terdapat kelompok/ koordinator jabatan

fungsional

Kelompok/koordinator jabatan fungsional scbagaimanadimaksud pada

ayat (1)pasal ini, diketuai olch seorang pejabat fungsional
senior yang

berkedudukan pada DinasTenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten

Sumedang)Kelompok/koordinator jabatan fungsional sebagaimanadimaksud pada

ayat (1) pasal ini, baik syarat, uraian tugas maupun masa penugasan

akan diatur lebih lanjutdalam Keputusan Bupati.

BAB VII

TUNJANGAN JABATAN DAN

TUNJANGAN DAERAH /INSENTIF

Pasal 20

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalamjabatan fungsional Instruktur

berhakmendapat tunjangan jabatan fungsional.

(2) Besarnya tunjangan jabatan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) pasal

ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku dan kemampuan keuangandaerah.

(3) Selain mendapattunjangan jabatansebagaimana
dimaksud pada ayat (1)

pasal ini,dapat diberikan tunjangan daerah/insentif.

(4) Besaran tunjangan jabatan
daerah/insentif sebagaimanadimaksud pada

ayat (3) pasal ini, ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan

daerah, dan diatur lebih lanjut dalam KeputusanBupati.

BAB IX

PENGISIAN JABATAN

Pasal 21

(1) Pengisian jabatan fungsional
Instruktur disesuaikan dengan beban tugas

dan kebutuhan rasiojabatan fungsional Instruktur.

(2) Beban tugas
dan kebutuhan rasiO Jabatan fungsional sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diatur lebih lanjut dalam Keputusan

Bupati



BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

dl-hal yang belum diaturdalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut

oleh
Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

reraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sumedang

padatanggal 7 Desember 2006

BUPATI SUMEDANG

N MURDONO

Diundangkan di Sumedang 4NO
pada tanggal 7 Desemb er 2006

SEKREARIS DAERAH

ABtHATENSUMEDANG,

SNDeu,
TJEARkINABDULLAH

EDA
BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

TAHUN 2006 NOMOR 51 SERI E



AMPIRAN I PERATURAN BUPATISUMEDANG
:66ahun 2006

7 Desember 2006
NOMOR
TANGGAL
TENTANG TATA KERJA DAN PENILAIAN

JABATANANGKA KREDIT

FUNGSIONAL INSTRUKTUR

RINCIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL INSTRUKTUR

L Nama Jabatan
Instruktur Pelaksana

a Pangkat/Golongan Pengatur Muda Tk.I II/b, Pengatur I/cdan Pengatur Tk.I II/d

b. Rincian Tugas

1. Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan

kewenangannya;

Menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar

Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat dasar

Membuatjob sheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya,

2.

4

5 Membuat media atau alat peraga pelatihandua dimensi,

6 Mengajarpada pelatihan tingkat dasar dengan peserta:
a) Pencari kerja SLTA ke bawah;

b) Pekerja pada level pelaksana/produksi.

7 Melatih pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta:

a) Pencari kerja SLTA ke bawah;,

b) Pekerja padalevel pelaksana/produksi.

Merawat peralatan pelatihan

Memperbaikikerusakan ringan peralatan pelatihan,

8.

9.

10. Mengevaluasi kemajuanpeserta pelatihan sesuai dengan kewenangannya;

11. Mempersiapkan bahan dan peralatan uji kompetensi kerja untuk bahan yang sudah

siap pakai.

IL Nama Jabatan :Instruktur Pelaksana Lanjutan

a Pangkat/Golongan
Penata Muda III/a dan Penata Muda Tk.I II/b

b. Rincian Tugas

1. Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan

kewenangannya,

Menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket untuk tingkat
2.

menengah;

Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat
3.

menengah



Membuat jobsheet mata
pelatihan sesuai dengan kewenanga5. Membuat mediaatau alat
peraga pelatihan tigadimensi,

Mengajarpada
pelatihantingkat dasar dengan peserta

a) pekerja padalevel
teknisi penyelia,

b) instruktur (TOT)padalevel/tingkat terampi

6.

7 Mengajarpadapelatihan tingkat menengah dengan peserta
a) pencani kerja SLTA kebawah;

b) pekerja pada level
teknisi/penyelia

8. Melatih pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta.
a) pencari kerja

sarjana/diploma/akademi

b)pekerjapadalevelteknisi penyelia,
c) instruktur (TOT)padalevel/kategori teramp�l.

9. Melatih padapelatihan tingkatmenengahdenganpeserta
a) pencai kerja SLTA kebawah;

b) pekerja pada level
pelaksana produksi.

10.
Mengevaluasikemajuanpeserta pelatihan sesuai dengankewenangannya

11.
Mempersiapkan bahan dan peralatan uji kompetensi kerja untuk bahan yang masih

memerlukan proses,

12. Menyusun program pelatihan tingkat dasar bagi pencari kerja.

ILNama Jabatan : Instruktur Penyelia

Penata Ilc dan Penata Tk I II/d
a

Pangkat/Golongan

b. Rincian Tugas

1 Menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat

dasar,

Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan
2

kewenangannya;

Menyusun daftar kebutuhan fasilitas pelatihan dalam satu paket untuk tingkat
3.

atas/lanjutan;

Menyusun daftar kebutuhan bahan pelatihan dalam satu paket untuk tingkat4.

atas/lanjutan;

Membuat jobsheet matapelatihan sesuai dengan kewenangannya;

Menyusun modul pelatihan untuk tingkat dasar,

Membuat mediaatau alat peraga pelatihan multi media (audio visual aid);

Mengajar pada pelatihan tingkat dasar dengan peserta dari pekerja pada level8.

manajemen;

Mengajarpada pelatihantingkat menengahdenganpeserta9.

a) pekerja pada level teknisi/penyelia,



b) instruktur(TOT)pada
level/kategori terampil.

10. Mengajar pada pelatihan
tingkat atas/lanjutan dengan peseia p

pelaksana/produksi;

ekanh padapelatihantingkat dasar denganpeserta pekerja pada level
manajcnc

12. Melatih padapelatihan tingkatmenengahdengan peserta
a) pekerja pada level

teknisi/penyelia;

b) instruktur(TOT)pada
level/kategori terampil.

13. Melatih pada pelatihan tingkat atas/lanjutan dengan peserta pekerja pada vel

pelaksana/produksi;

14. Memberikan
penyuluhan produktivitas dengan peserta dari unsure

masyarakat/LSM;

15. Mengevaluasi kemajuan peserta pelatihansesuai dengan kewenangannya,

16. Melakukan
uji kompetensi kerja (assessment) bagi tenaga kerja tingkat dasar

a) kejuruan teknik;

b) kejuruan non teknik.

17. Membuat laporan hasil pelaksanaan setiap uji kompetensi dasar,

18. Menyusun program pelatihan tingkat dasar bagi pekerja;

19. Menyusun program pelatihantingkatmenengahbagi pencari kerja;

IV. Nama Jabatan :InstrukturPertama

a. Pangkat/Golongan :Penata MudaI/adan Penata Muda Tk.I III6

b. Rincian Tugas

1. Menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat

menengah;

Menyusun satuan pokok bahan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan2
kewenangannya;

3. Menyusun rencana penyuluhan;

4. Membuat jobsheet mata pelatihan sesuai dengan kewenangannya,

5. Menyusun modul pelatihan untuk pelatihan tingkatmenengah;

6. Mengajarpada pelatihan tingkat dasar dengan peserta:

a) pencari kerja sarjana/diploma/akademi;

b) instruktur (TOT)pada level/kategoriahli.

7 Mengajarpada pelatihan tingkat menengahdengan peserta:

a) pencari kerja sarjana/diploma/akademi;

b) pekerja padalevel manajemen.

8. Mengajar pada pelatihan tingkat atas/lanjutandengan peserta

a) pencari kerja sarjana/diploma/akademi;

b) pekerja pada level teknisi/penyelia.
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Meaun
pada pelatihan

tingkat dasar dengan peserta insuu
level/kategoriahli

Melatih pada pelatihan tingkat menengahdenganpeserta

9.

10.

a) pencari kerja
sarjana/diploma/akademi;

b)
pekerja pada level

manajemen.
11. Melatih pada

pelatihan tingkat atas/lanjutandenganpeserta
a) pencari kerja SLTA ke bawah,
b) pekerja pada level

teknisi/penyelia.
12. Memberikan

penyuluhan produktivitas dengan peserta dari unsur perusahaan,
13. Memberikan

pelatihan produktivitas denganpeserta dari unsur masyarakat /LSM
14. Melakukan pengukuranproduktivitas:

a) tingkat/lingkup sektoral;

b)tingkatperusahaan padaperusahaan berskala kecil;

c) tingkat perorangan dengan focus sasaran tenaga operator/pelaksana.
15. Mengevaluasikemajuanpeserta sesuai dengankewenangannya,
16. Mengevaluasilaporan pelaksanaan pelatihan

17. Menyusun materi
uji kompetensi tingkat dasar;

18. Melakukan uji kompetensi (assessment) bagi tenaga kerja tingkat menengah

a) kejuruan teknik,

b) kejuruan non teknik.

19 Melakukan pelaksanaan uji kompetensi tingkat dasar,

20. Melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan uji kompetensi tingkat dasar,

21. Membuat laporan hasil pelaksanaan setiapuji kompetensi tingkat menengah,

22. Mengkajipelaksanaan uji kompetensi kerja tingkat dasar,

23. Melakukan identifikasikebutuhan
pelatihan

24 Menyusun programpelatihan tingkat:
a) dasar bagi instruktur,

b) tingkat menengah bagi pekerja

c) tingkat atas/lanjutan bagi pencari kerja.

25. Mengembangkan standar kompetensi kerja untuk tenaga kerja tingkat dasar.

V.Nama Jabatan :InstrukturMuda

Penata III/c dan Penata Tk.I IIl/da
Pangkat/Golongan

b. Rincian Tugas

1. Menyusun rencana pelatihan setiap mata pelatihan dalam satu paket untuk tingkat

atas/lanjutan,

Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan2.

kewenangannya,



3 Menyusun rencana
pengukuran produktivitas,

4. Menyusun rencana pelayanan dankonsultasi,
5. Menyusun rencana

uji kompetensi,
6. Membuat jobsheet matapelatihansesuai dengan kewenangannya,
7. Menyusun modul untuk pelatihantingkatatas/lanjutan,

8. Menyusun materi penyuluhan atau pengukuran produktivitas,

engajar pada pelatihan tingkatmenengah dengan peserta instruktur (TO1) paaa9.

level/kategoriahli;

10 Mengajar padapelatihan tingkatatas/lanjutan dengan peserta

a) pencari kerjasarjana/diploma/akademi;

b) pekerja pada level manajemen,

c) instruktur(TOT)padalevel/kategori terampil..Melatih pada pelatihan tingkat menengah dengan peserta instruktur (TOT)pada

level/kategori ahli;

12. Melatih padapelatihan tingkatatas/lanjutan dengan peserta:
a) pencari kerja sarjana/diploma/akademi;

b) pekerja pada level manajemen,

c) instruktur(TOT)pada level/kategori terampil.

13. Memberikan pelatihan produktivitasdengan peserta dari unsur perusahaan

14. Memberikan konsultasi produktivitasdengan peserta dari unsur masyarakat/LSM:

15. Melakukanpengukuran produktivitas:

a) tingkat/lingkup regional;

b) tingkat perusahaan pada perusahaan berskalamenengah

c) tingkat perorangan denganfocus sasaran tenaga teknisi/penyelia

16. Mengevaluasi kemajuanpeserta sesuai dengan kewenangannya;

17. Mengevaluasi pelaksanaan pelayanan teknis pelatihanproduktivitas

18 Mengevaluasi pelaksanaan program pelatihan;

19. Menyusun materi uji kompetensi tingkatmenengah;

20. Melakukan uji kompetensi kerja (assessment) bagi :

a) tenaga kerja tingkat atas/lanjutan kejuruan teknik;

b) tenaga kerja tingkat atas/lanjutan kejuruan non teknik;

c) instrukturkategori terampil kejuruan teknik.

21.21. Menyelia pelaksanaan uji kompetensi kerja :

a) tingkat menengah,

b) instrukturtingkat terampil.

22. Melakukanevaluasi terhadap setiappelaksanaan uji kompetensi tingkat menengah;

Membuat laporan hasil pelaksanaan setiap uji kompetensi kerja tingkat23

atas/lanjutan,



24 Mengkajipelaksanaan uji kompetensi kerjatingkatmenenga
25. Merumuskan kebutuhan

pelatihan,
26. Menyusun program pelatihan tingkatmenengahbagiinstruktur
27. Menyusun program pelatihan tingkatatas/lanjutan bagi pekerja,

28 VICnyusun programpeningkatan produktivitasbagi masyarakat/LSM;
29 Menyusun sistem informasi pelatihan pelatihanyang bersifat penyempurnaan,
30.

Mengembangkan standar kompetensi kerja untuk tenaga kerja tingkatt h

L Nama Jabatan
:InstrukturMadya

a. Pangkat/Golongan Pembina IV/a, PembinaTk.I IV/b dan PembinaUtama Muda IVc

b. Rincian Tugas

Menyusun satuan pokok bahasan pelatihan dalam satu paket sesuai dengan

kewenangannya;

2. Menyusun rencana pengembanganpelatihan,

Membuatjobsheet matapelatihansesuai dengan kewenangannya,
3.

4. Mengajarpada pelatihan tingkat atas/lanjutan dengan peserta instruktur(TOT)pada

level/kategori ahli;

5. Melatih pada pelatihan tingkat atas/lanjutan dengan peserta instruktur (TOT)pada

level kategori ahli;

6 Memberikan konsultasi produktivitas dengan peserta dari unsur perusahaan,

7 Melakukanpengukuran produktivitas tingkat/lingkup nasional;

8. Melakukan pengukuran produktivitas tingkat perusahaan pada perusahaan berskala

besar,

Melakukan pengukuran produktivitas tingkat perorangan dengan focus sasaran9.

manajer,

10. Mengevaluasi kemajuanpeserta sesuai dengan kewenangannya,

11. Menganalisis dan mengkaji laporan pelaksanaan pelatihan;

12. Menyusun materi uji kompetensi kerjatingkat atas/lanjutan;

13 Melakukan uji kompetensi kerja (assessment) bagi:
a) instrukturtingkat ahli kejuruan kerja;

b) instrukturtingkat ahli kejuruan non teknik.

14. Menyeliapelaksanaan uji kompetensi kerja:

a) tingkat atas/lanjutan;

b) instrukturtingkat ahli.

15. Melakukan evaluasi terhadap setiap pelaksanaan uji kompetensi tingkat

atas/lanjutan;

16. Mengkaji pelaksanaan uji kompetensi tingkat atas/lanjutan;

17. Menyusun program pelatihan tingkat atas/lanjutan bagi instruktur,



18 Menyusun program peningkatan produktivitas bagi perusahaan,

19. Menelaah dan mengevaluasisistem
pelatihan yang berlaku,

20 Menyusun sistem informasi pelatihan yang bersifat pembaharuan
atau inovasi,

21. Mengembangkan standarkompetensikerja untuk tenaga kerja tingkat atas/lanjutan
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